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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Manusia sebagai mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab 

itu Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki pasangan serta Dalam Agama 

Islam, Allah berpesan kepada dua manusia yang berbeda supaya menjalin 

hubungan tali suci antara seorang laki-laki bersama seorang perempuan dengan 

mengharap ridha Allah, yaitu perkawinan. 

         Perkawinan di dalam hukum Islam, merupakan suatu akad yang ditandai 

dengan adanya nikah (pernikahan) yang dilakukan oleh seseorang pria dan 

wanita dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Menurut 

sejumlah ulama (jumhur ulama), syarat-syarat suami yang harus menafkahi 

istrinya adalah: 

1. Istri tunduk kepada suaminya meskipun mereka belum melakukan hubungan  

suami istri. 

2. Istri sudah dewasa. Artinya dia sudah cukup umur untuk melakukan 

hubungan suami istri. Jika istri masih muda dan belum dapat melakukan 

hubungan suami istri, maka tidak ada nafkah baginya karena suami 

berkewajiban memberikan nafkah jika mereka telah melakukan hubungan 

suami istri. 

3. Menikah memenuhi syarat. Jika perkawinan termasuk fasid nikah, maka 

menurut sejumlah ulama rizki tidak wajib karena fasad nikah harus batal. 

4. Istri menuruti suaminya. Jika istri durhaka ( nusyuz), maka suami tidak wajib 

membiayai nafkahnya. Jika nusyuz disebabkan oleh suami, maka istri berhak 

mendapatkan nafkah dari suaminya.1 

                                                             
1 Albdul Alziz Dalhlaln, Encyclopedial of Islalmic Lalw, (Jalkalrtal, PT Ichtialr Balru valn Hoeve, 2001), hlm. 

1282. 
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Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata 

nikah. Al-nikah yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa altadakhul. Ada 

kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath wa 

al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad2 Secara terminologi 

kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “ziwaaj”, sehingga perkataan 

nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) 

dan dalam arti kiasan (majaaz).3 

Perkawinan juga memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipegang 

oleh setiap pasangan suami istri, seperti kerelaan, keadilan, kepatutan, dan 

kemurnian Sifat berperan sertanya negara terbukti melalui instrumen produk 

hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya 

disebut UndangUndang Perkawinan). Serta Kompilasi Hukum Islam. 

Dari beberapa konsep tersebut bisa dimengerti bahwa misi perkawinan 

itu memiliki keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, berdasarkan 

pedoman kitab suci al-Qur’an. Hal inipun sesuai dengan Q.S ar-Rum Ayat 21 : 

ْ  وَمِنْ  نْ  لَكُمْ  خَلقََْ انَْ  اٰيٰتِه  وَاجًا انَ فسُِكُمْ  مِِّ كنُوُ ْ  ازَ  وَدَّةًْ بيَ نَكُمْ  وَجَعلََْ الِيَ هَا الِِّتسَ  مَْ مَّ رَح  يٰتْ  ذٰلِكَْ فيِْ  ةًْاۗنَِّْوَّ   لََٰ

مْ  ن لِِّقَو   يَّتفََكَّرُو 

 “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.”4 

Kehidupan rumah tangga, khususnya perkawinan dalam Islam selalu 

                                                             
2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, 

hlm. 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-
Shan‟ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 

1995, hlm. 393. 
3 Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam, Vol. 

VIII No, 6, Desember 2007, hlm. 648. 
4 Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Qur’an Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Bandung; 

CV Penerbit Diponegoro,2005) hlm. 406 
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membayangkan akan rumah tangga yang berjalan utuh serta sempurna, 

kemudian akan memiliki keturunan, serta menua bersama hingga maut 

memisahkan. Akan tetapi dalam kehidupa ini tidaklah semua akan seperti yang 

kita harapkan, karena mencapai tujuan perkawinan tersebut sangatlah sulit, 

banyak pasangan suami dan istri yang gagal dalam usaha membangun rumah 

tangga yang teratur dan damai karena adanya perbedaan yang menimbulkan 

perselisihan. Meskipun keduanya telah berusaha untuk membuat suasana 

rumah tangga yang damai dan tentram tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karena 

itu, Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan langkah 

terakhir dalam upaya memelihara hubungan keluarga, Karena Perceraian 

menjadi satu-satunya “obat” untuk mengakhiri rumah tangga yang penuh api 

pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.5  

Perceraian adalah kemungkinan atau peristiwa yang diakibatkan oleh 

adanya ikatan perkawinan. Dalam Islam upaya penyelesaian dilakukan sebelum 

perceraian dikabulkan, baik melalui hakim (arbiter) yang ditunjuk oleh kedua 

belah pihak atau dengan cara lain. Perceraian menurut Pasal 38 UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Berdasarkan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa 

perceraian adalah Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.6  

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 

Dengan itu Allah SWT mengizinkan sepasang suami isteri apabila hendak 

melakukan perceraian hanya sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila 

tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu utuh kembali. Dalam sebuah hadits 

Rasulullah menyatakan:  

ُْعَن هُمَاْ-عَنِْابِ نِْعُمَرَْ ِْصلىْاللهْعليهْوسلمْ)ْ-رَضِيَْاََللََّ ِْْقاَلَْ:ْقاَلَْرَسُولُْاََللََّ أبَ غَضُْالَ حَلََلِْعِن دَْاََللََّ

                                                             
5 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-

Qur’an, Jalka lrtal, 1975 hall. 110.  
6 Zalinuddin Alli, Hukum Perdaltal Islalm Di Indonesial, Sinalr Gralfika l, Jalkalrtal, 2006, hlm. 73. 
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سَالَهُْ ْإرِ  حَْأبَوُْحَاتِم  حَهُْالَ حَاكِمُْ,ْوَرَجَّ   الَطَّلََقُْ(ْْرَوَاهُْأبَوُْداَوُدَْ,ْوَاب نُْمَاجَه ْ,ْوَصَحَّ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 

wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." 

(HR. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. 

Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal). 7 

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya 

ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap 

istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang 

dapat pula disebut dengan cerai talak.8 Disebutkan Dalam Hukum Agama 

Islam perceraian disebut talak yang berasal dari bahasa Arab  yang memiliki 

arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqh lepasnya ikatan 

perkawinan yaitu perceraian antara suami isteri.9 Talak secara terminologi 

yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafal talak dan 

sejenisnya.10  

Dua jenis perceraian yang diakui oleh hukum Islam adalah talak 

(perceraian) dan fasakh (gugatan). Fasakh adalah talak yang terjadi dari pihak 

istri, sedangkan talak terjadi dari pihak suami.Oleh karena itu, jika seorang 

suami ingin menceraikan istrinya, disarankan untuk mengajukan izin ke 

pengadilan dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Sebaliknya, jika 

seorang istri ingin menggugat suaminya, disarankan agar dia hadir di 

pengadilan. 11 

                                                             
7 Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam, alih bahasa oleh Muhammad Syarif 

Sukandy No Hadits 1098 Bab Thalaq, (Bandung: PT. AL Ma’rifat, 1996),  
8 Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia” Jurnal Pemikiran 

Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No.1, Juni 2020, hlm. 89 
9 Ba lqir All Halbsyi, Fiqih Pra lktis, (Ba lndung: Mizaln, 2002), hlm.181. 

10Albdul Ghofur Alnshori, Hukum Perkalwinaln Islalm (Perspektif Fikih daln Hukum Positif), (Yogya lka lrtal: 

UII Press, 2011), hlm.105-106. 
11 Albdul Malnaln, Alnekal Malsallalh Hukum Perdaltal Islalm di Indonesial, Cet I, (Jalka lrtal: Kencalnal, 2006). 

hlm. 18. 
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Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 

tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum islam yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak’’12 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam 

lingkungan Peradilan Agama.13 Oleh karena itu, pengadilan agama diartikan 

sebagai kekuasaan negara yang berwenang menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu dari umat Islam 

guna menegakkan hukum dan keadilan.14 

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah perkara 

pada bidang berikut : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.  

Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan umum dari Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) menyatakan, “karena 

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan 

sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar 

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”. 

                                                             
12 Reda lksi Nualnsal Alulial, Kompilalsi Hukum Islalm, Tim Reda lksi Nualnsal Alulial, Balndung, 2011, hlm., 

35. 
13 Cik Ha lsa ln Bisri, Peraldilaln Islalm Dallalm Taltalnaln Malsyalralkalt Indonesial, Cet I, (Ba lndung: PT 

Rema lja l Rosda lKa lrya l,1997), hlm.36. 

14 Cik Halsa ln Bisri, Peraldilaln Islalm Dallalm Taltalnaln Malsyalralkalt Indonesial, Cet I, (Balndung: PT Remalja l 

Rosda lKa lrya l,1997), hlm.6. 
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Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama adalah suatu 

lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan 

permasalahan perdata bagi orang-orang Islam, khususnya perkawinan, dalam 

hal ini perkara perceraian. Dengan kewenangannya tersebut Pengadilan 

Agama mempunyai hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya 

perceraian. 

Salah satu penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian ada pada 

Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, dalam Pasal tersebut di sebutkan bahwa hakim 

dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak 

selama pemeriksaan belum diputuskan.15 Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi 

Pesiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga di 

sebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam 

Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah 

Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.16 Serta di 

perkuat dengan adanya Surat Edaran Makhamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 

2022 dimana isi dari SEMA tersebut dijelaskan di rumusan Hukum kamar 

agama bagian Hukum Perkawinan dalam point b yang berbunyi: 

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi 

prinsip mempersukar perceraian maka:  

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan 

kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 

(dua belas) bulan; atau  

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan 

                                                             
15 PP. No 9 Talhun 1975 Tentalng Pelalksa lnala ln Undalng-undalng No 1 Talhun 1974 Tentalng Perkalwinaln. 
16 Instruksi Presiden Nomor 1 Talhun 1991 Tentalng Kompilalsi Hukum Islalm, Palsa ll 115 
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bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 

minimal 6 (enam) bulan.17 

Seperti disebutkan di atas, prinsip yang mempersukar perceraian 

adalah mampu mengendalikan dan menghentikan lonjakan angka 

perceraian. Pasal 115 Kompendium Hukum Islam menjelaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. Tafsir alinea 

pertama Pasal 39 “UU Perkawinan” mengatur asas mempersukar perceraian, 

yaitu selama proses perceraian, hakim harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk mendamaikan suami istri. . Selain itu dapat diketahui bahwa tujuan 

dari proses ini yaitu untuk merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, serta sebagai wujud dari 

terciptanya asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan keberadaan asas 

mempersukar perceraian yang diciptakan untuk meminimalisir angka 

perceraian, maka dalam hal ini pada dasarnya upaya perdamaian ini juga 

dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian18 

 Upaya ini menunjukkan bahwa menurut asas ini, perceraian harus 

dilakukan dengan cara yang baik di pengadilan, dan undang-undang 

mengatakan bahwa perkawinan harus dipertahankan. Proporsi hukum dari 

pasal ini adalah bahwa suami dan istri memiliki alasan untuk memutuskan 

hubungan pernikahan. Hakim membuat pendapat selama persidangan, dan 

suami dan istri ingin mencabut gugatan dan memutuskan untuk 

menyelesaikannya. 19 

                                                             
17 Surat Edaran Makhamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakun Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Point B dalam 

Kamar Hukum Perkawinan  
18 Ummul Khaira, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian ( Suatu Kajian 
terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce 

Lawsuit (A Review To The In-absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)”, Jurnal Penelitian 

Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 321. 
19 Muhalmmald Sya lifuddin, Hukum Perceralialn, (Jalka lrtal Timur: Sinalr Gralfikal, 2012), hlm.38. 

 



 

8 
 

Kenyataanya data yang diperoleh, diketahui bahwa peraturan tersebut 

tidak berjalan seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan maraknya 

perceraian. Meskipun demikian perlu digaris bawahi bahwa apabila dikaitkan 

dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang asas ini 

dapat dikesampingkan sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal, jika keadaan rumah tangga yang sudah tidak 

bisa lagi diselamatkan maka dalam hal ini perceraian adalah jalan terakhir. 

Asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam undang-undang 

dam juga SEMA ini tidak Semata-mata menghilangkan sebab terjadinya 

perceraian, apabila permasalahan antara kedua suami istri memang sudah 

sangat tidak bisa didamaikan kembali, maka sejatinya Pengadilan pasti akan 

tetap memberikan keputusan yang baik dan benar sehingga memutuskan cerai 

terhadap keduanya. Namun, Pengadilan sangat harus berupaya semaksimal 

mungkin agar bisa mendamaikan kedua belah pihak agar suatu perceraian 

tersebut sangat tidak bisa terjadi, Hal ini harus dilakukan karena sebagai wujud 

dari upaya asas mempersukar suatu perceraian supaya tingkat perceraian yang 

terjadi di masyarakat tidak semakin meluap. 

Seperti yang kita ketahui, Perkara Perceraian yang terjadi di 

Pengadilan Agama angka dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. 

Khususnya Pada Pengadilan Agama Bandung diilihat penerapan asas 

mempersukar terjadinya perceraian dari segi kuantitas belum secara penuh 

menerapkan Asas ini, Karena pada tahun 2020 jumlah perkara yang sudah di 

putus untuk perceraian mencapai 6.058 (1.344 perkara cerai talak dan 4.714 

perkara cerai gugat),sedangkan untuk Tahun 2021 mencapai 6.059 (1.354 

perkara cerai talak dan 4.705 perkara cerai gugat) dan untuk Tahun 2022 

mencapai, 5.787 ( 1.298 cerai talak dan 4.489 cerai gugat) untuk lebih jelas 

melihat dari sisi perkara yang masuk dan yang di putus pada tahun 2020-2022. 
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Tabel 1.1 

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 

1A20 

 

Tahun 

Jenis Perkara  

Jumlah Cerai Gugat Cerai talak 

2020 4.714 1.344 6.058 

2021 4.705 1.354 6.059 

2022 4. 489 1.298 5.787 

 

Bahwa dari table 1.1 di atas diketahui bahwa perkara cerai gugat dan 

cerai talak di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yaitu dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 jumlah perkara 

yajng diterima sebajnyak 6.058, 4.714 cerai gugat dan 1.344 cerai talak. Pada 

tahun 2021 sebanyak 6.059, 4705 cerai gugat dan 1.354 cerai talak. Dan pada 

tahun 2022 sebanyak 5.787, 4.489 cerai gugat dan 1.298 cerai talak. Akan 

tetapi, dari banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bandung, 

tidak semuanya perkara dikabulkan oleh majelis hakim, ada kalanya perkara 

dicabut, ditolak, digugurkan, atau tidak dapat diterima (NO). Dengan 

demikian, disitulah wujud dari penerapan asas mempersulit perceraian, peran 

hakim untuk berupaya mendamaikan para pihak agar dapat mempertahankan 

ikatan perkawinannya. 

Berdasarkan Pemaparan tersebut peneliti tertarik apabila di jadikan 

                                                             
20 Buku La lporaln Perkalral Talhunaln paldal Talhun 2017 – 2019 di Pengaldilaln Algalmal Ba lndung 
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kajian terhadap tingginya Perkara Perceraian yang ada di Pengadilan Agama 

Bandung, apakah dengan adanya Penerapan Asas mempersukar cerai 

dihubungkan dengan SEMA No 1 Tahun 2022 ini Dapat menurun angka 

perceraian ditengah banyaknya perkara cerai yg ada, karena seharusnya di 

Pengadilan Agama bisa mengurangi terjadinya kasus perceraian. Oleh sebab 

itu, penulis perlu mengkaji dan meneliti sejauh mana penerapan SEMA No 1 

Tahun 2022 mengenai dikabulkanya gugatan apabila perselisihan dan 

pertengkaran yajng terus menerus akan dikabul jika terbukti telah berpisah 

tempat tinggal minimal selama 6 bulan bulan, dan Pandangan Hakim 

mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian Setelah 

Adanya SEMA tersebut di Pengadilan Agama Bandung dengan membahasnya 

dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan 

judul, “Penerapan Asas Memperukar Perceraian di dalam SEMA NO 1 Tahun 

2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahu 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (di 

Pengadilan Agama Bandung).” 

B. Rumusan Masalah  

Peranan dari asas mempersukar perceraian yang diperkuat dalam 

SEMA No 1 Tahun 2022, yang penerapannya di Pengadilan Agama Bandung 

masih kurang efektif karena pada kenyataanya kasus Perceraian setiap 

tahunnya meningkat. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

a. Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian dalam SEMA No 

1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung? 

b. Bagaimana penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan 

sesudah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022? 

c. Bagaimana pendapat Hakim mengenai penerapan asas mempersukar 
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perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan 

Agama Bandung? 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetalhui implementasi Asas Mempersukar Perceraian dalam 

SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung. 

b. Untuk Mengetahui penerapan Asas Mempersukar Perceraian sebelum 

dan sesudah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022  

c. Untuk mengetalhui pendapat Hakim mengenai penerapan Asas 

Mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di 

Pengadilan Agama Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis, Dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada 

umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait diterbitkannya 

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 

b. Secara Praktis, Halsil Penelitia ln ini di halralpkaln bergunal sebalgali balha ln 

pertimbalngaln malsallalh yalng serupal. Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt 

menalrik minalt peneliti lalin, khususnyal dikallalngaln malhalsiswal untuk 

mengembalngkaln penelitialn lalnjutaln Sehinggal alkaln memberika l 

kontribusi yalng salngalt beralrti balgi perkembalngaln pengetalhualn ilmia lh   

khususnyal bidalng Hukum Kelualrgal. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka, Pustalkal yalitu kegialtaln yalng yalng mempunya li 

tujualn untuk mempela lja lri penemualn terdalhulu. Dengaln calral mendallalmi, 

membalndingkaln, menelalalh, daln mengidentifikalsi hall-hall yalng sudalh aldal, daln 

untuk mengetalhui hall-hall yalng aldal daln yalng belum aldal. Dallalm penelitialn ini 
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penulis mengalmbil beberalpal literaltur sebalgali referensi ya lng pembalhalsalnnya l 

berkalitaln dengaln yalng alkaln diteliti. Aldalpun halsil penelusura ln tersebut yalitu: 

Penelitian yalng dila lkukaln oleh Riskal Almallial Malhalsiswi Hukum 

Kelualrgal Falkultals Syalri’alh daln Hukum UIN Sunaln Gunung Djalti Balndung 

paldal talhun 2018 dengaln judul skripsi “Tingginya l Perkalral Perceralialn di 

Pengaldilaln Algalmal Balndung (Studi Terhaldalp Percera lialn Talhun 2015-

2017”.21 Dallalm penelitialn tersebut membalhals mengenali alpal salja l falktor-falktor 

penyebalb dallalm meningkaltnyal alngkal perceralialn di Penga ldilaln Algalma l 

Balndung, jugal membalhals prosedur pemeriksa laln perkalral peceralialn serta l 

allalsaln-allalsaln terjaldinyal perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Balndung paldal talhun 

2015-2017. Perbedalalnnyal dengaln penelitialn ini yalitu terletalk palda l 

pembalhalsalnnyal, sedalngkaln yalng alkaln dibalhals oleh penyusun disini ya litu 

lebih membalhals mengenali problemaltikal alpal saljal yalng terjaldi dalla lm peneralpa ln 

alsals mempersulit perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Balndung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Apipudin Mu’ad Mahasiswa Hukum 

Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Implementasi Asas Mempersukar 

Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang”.22 Dalam penelitian 

tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari asas mempersukar perceraian 

serta faktor penunjang dan penghambat dari penerapan asas mempersukar 

perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, dan membahas apa saja yang 

menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas mempersukar perceraian 

serta dampak hukum dari penerapan asas tersebut. Perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak 

membahas mengenai faktor penunjang dan faktor penghambat serta tidak 

                                                             
21Skripsi Riskal Almallial, Tingginyal Perkalral Perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Balndung Paldal Talhun 

2015-2017, Skripsi Falkultals Syalri’alh daln Hukum, UIN SGD Balndung, 2018. 

22 Skripsi Apipudin Mu’ad, Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan 

Agama Sumedang, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018. 
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membahas mengenai dampak hukum dalam penerapan asas mempersukar 

perceraian. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang 

bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung sebelum 

dan sesudah adanya SEMA NO 1 Tahun 2022. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmah Royani, Mahasiswa UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul skripsi “Efektifitas 

Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilann Agama Depok”23,Skripsi, 

2008. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas asas 

mempersukar perceraian dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilana 

gama Depok. Dalam skripsi ini juga menitik beratkan pada perceraian 

perspektif hukum Islam, baik dari dalil Al-Qur’an atau hadistnya. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tidak dilakukannya 

pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya perceraian di 

Pengadilan Agama Indramayu. 

Penelitian yalng dilalkukaln oleh Althif Muhtaldi Alffalndy Malhalsiswa l 

Hukum Kelualrgal Falkultals Syalri’alh daln Hukum UIN Suna ln Gunung Djalti 

Balndung paldal talhun 2019 dengaln judul skripsi “Pera ln Halkim Dalla lm 

Meneralpkaln A lsals Mempersuka lr Terja ldinyal Perceralialn di Pengaldilaln A lgalma l 

Cimalhi Paldal Talhun 2016-2017”.24 Dallalm penelitialn tersebut membalhals 

mengenali seja luh malnal peraln halkim dallalm meneralpkaln alsals mempersulit 

perceralialn di Penga ldilaln Algalmal Cimalhi daln beberalpal falktor yalng 

mempengalruhi halkim dallalm meneralpkaln alsals mempersukalr perceralialn sertal 

membalhals tentalng segallal upalyal halkim dallalm menekaln kenalika ln 

alngkal perceralialn balik di internall paldal ralnalh Pengaldilaln Algalmal malupun 

                                                             
23 Ahmad royani,skripsi. “Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Depok” 

(Jakarta : UIN syarifhhidayatullah jjJakarta,2008). 
24 Skripsi Althif Muhtaldi Alffalndy, Peraln Halkim Dallalm Meneralpkaln Alsals Mempersukalr Terjaldinyal 

Perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Cimalhi Paldal Talhun 2016-2017, Skripsi Falkultals Syalri’alh daln 

Hukum, UIN SGD Balndung, 2019. 
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eksternall. Perbedalalnnya l dengaln penelitialn ini yalitu terletalk palda l 

pembalhalsalnnyal, dallalm penelitialn ini tidalk membalhals mengenali falktor yalng 

mempengalruhi halkim dallalm meneralpkaln alsals mempersukalr perceralialn di 

Pengaldilaln Algalmal Cimalhi. Dallalm penelitialn ini lebih membalhals lebih jaluh 

mengenali upalyal alpal saljal yalng halkim teralpkaln dallalm peneralpaln alsa ls 

mempersulit perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Balndung. 

Penelitian yang  dilalkukaln oleh Alhmald Nurjalmaln Malhalsiswal Palsca l 

Salrjalnal Hukum Kelualrgal Falkultals Syalri’alh daln Hukum UIN Suna ln Gunung 

Djalti Balndung paldal talhun 2022 dengaln judul Thesis “Peneralpaln A lsa ls 

Mempersukalr Terja ldinyal Perceralialn Di Pengaldilaln Algalmal Cialnjur”.25 

Dallalm penelitialn tersebut membalhals mengenali pelalksalnalaln dalri alsa ls 

mempersulit perceralialn sertal falktor penunjalng daln penghalmbalt dalri 

peneralpaln alsals mempersukalr perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Cialnjur, da ln 

membalhals alpal saljal yalng menjaldi falktor penghalmbalt dallalm peneralpaln alsa ls 

mempersukalr perceralialn sertal dalmpalk hukum dalri peneralpaln alsals tersebut. 

Perbedalalnnyal dengaln penelitialn ini yalitu terletalk focus pembalhalsalnnya l, dalla lm 

penelitialn ini tidalk membalhals mengenali falktor penunjalng daln falktor  

penghalmbalt sertal tidalk membalhals mengenali dalmpalk hukum dallalm peneralpa ln 

alsals mempersuka lr perceralialn. Dallalm penelitialn ini lebih membalhals lebih jaluh 

tentalng balgalimalnal peneralpaln alsals perceralialn di Pengaldilaln Algalmal Balndung 

dallalm menekaln tingginyal alngkal perceralialn yalng tialp talhun mengallalmi 

kenalikaln.   

Pembahasaan penelitialn ini terdapat perbedaan denga ln di altals, selalin 

dalri lokalsi penelitia lnnya l itu sendiri, penyusun juga l mencobal mengkalji secalra l 

mendallalm mengenali pelalksalnalaln peneralpaln SEMAl No 1 Talhun 2022 yalng 

berhubungaln dengaln alsals mempersulit terja ldinyal perceralialn di Pengaldila ln 

                                                             
25 ThesisAlpipudin Mu’ald, Implementalsi Alsals Mempersukalr Terjaldinyal Perceralialn Di Pengaldilaln 

Algalmal Sumedalng, Thesis Falkultals Syalri’alh daln Hukum, UIN SGD Balndung, 2022. 
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Algalmal Balndung, daln meneliti keefektifa lnnya l dallalm menekaln alngka l 

perceralialn, sertal dihubungkaln dengaln berdalsalrkaln salla lh saltu point dalru 

SEMAl No 1 Talhun 2022 itu alpalkalh dengaln aldalnyal Peneralpaln SEMAl terbalru 

ini Alsals mempersukalr cerali Dalpalt memperkecil a lngkal Perceralialn Tersebut  

ditengalh balnya lknyal perkalral cerali yg aldal, malkal dalri itu penelitialn ini lalya lk 

untuk diteliti lebih    lalnjut. 

Tabel 1.2 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan judul Persamaan Perbedaan 

1 Riska Amalia:  

Tingginyal Perkara 

Perceraian di 

Pengadilan Agama 

Bandung (Studi 

Terhadalp Perceraian 

Tahun 2015-2017 

Membahas mengenai 

faktor-faktor 

penyebab 

meningkatnya angka 

perceraian di 

Pengadilan Agama 

Bandung 

Lebih membahas 

mengenai problematika 

apa saja yang terjadi 

dalam penerapan asas 

mempersukar perceraian 

di Pengadilan Agama 

Balndung 

2 Apipudin Mu’ad 

“Implementasi Asas 

Mempersukar 

Terjadinya Perceraian 

Di Pengadilan Agama 

Sumedang”. 

Mmembahas tentang 

penerapan asas 

memeprsukar 

perceraian dan 

membahas tentang 

penunjang dan 

penghambat dari asas 

ini  

Dalam penelitian ini lebih 

membahas lebih jauh 

tentang bagaimana 

penerapan asas perceraian 

di Pengadilan Agama 

Bandung sebelum dan 

sesudah adanya SEMA 

NO 1 Tahun 2022. 
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3 Ahmah Royani, 

“Efektifitas Asas 

Mempersukar 

Perceraian di 

Pengadilann Agama 

Depok” 

mengetahui sejauh 

mana efektifitas asas 

mempersukar 

perceraian dalam 

menurunkan angka 

perceraian di 

Pengadilan agama  

Perbedaanya terletak pada 

lokasi penelitian dan 

penelitian ini lebih 

membahas mengenai 

penerapan asas 

mempersukar perceraian 

setelah adanya SEMA No 

1 Tahun 2022 

4 Athif Muhtadi 

Affandy:  

Peran Hakim Dalam 

Menerapkan Asas 

Mempersukar 

Terjadinya Perceraian 

di Pengadilan Agama 

Cimahi Pada Tahun 

2016-2017 

membahas tentang 

segala upaya hakim 

dalam menekan 

kenaikan angka 

perceraian baik di 

internal pada ranah 

Pengadilan Agama 

maupun eksternal 

Fokus membahas lebih jauh 

mengenai upaya apa saja 

yang hakim terapkan dalam 

penerapan asas 

mempersukar perceraian di 

Pengadilan Agama Bandung 

5 Ahmad Nurjaman: 

Penerapan Asas 

Mempersukar 

Terjadinya Perceraian 

Di Pengadilan Agama 

Cianjur 

membahas apa saja 

yang menjadi faktor 

penghambat dalam 

penerapan asas 

mempersukar 

perceraian serta 

dampak hukum dari 

penerapan asas 

tersebut 

lebih jauh tentang 

bagaimana penerapan asas 

perceraian di Pengadilan 

Agama Bandung dalam 

menekan tingginya angka 

perceraian yang tiap tahun 

mengalami kenaikan. 

Setelah adanya SEMA No 1 

Tahun 2022 
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F. Kerangka Berfikir 

Pengadilan Algalmal merupalkaln pengaldilaln tingkalt pertalmal dallalm tingkalta ln 

peraldilaln algalmal. Kekualsalaln pengaldila ln di lingkungaln Peraldila ln Algalmal yalitu 

memeriksal, memutus, da ln menyelesalikaln perkalral perdaltal paldal golongaln yalng 

beralgalmal Islalm.26Sallalh saltu wewenalng peraldilaln algalmal yalng tercalntum dallalm 

Palsall 49 Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2006 yalitu menalngalni perkalral dalla lm 

bidalng perkalwinaln. 

Pernikahan aldallalh kontralk suci untuk membentuk kelua lrgal. Perkalwinaln 

aldallalh ikaltaln lalhir baltin alntalral seoralng prial dengaln seoralng walnital sebalga li 

sualmi istri untuk membentuk kelua lrgal (rumalh talnggal) yalng balhalgial da ln 

kekall berdalsalrkaln Ketuhalnaln Yalng Malhal Esal, sebalgalimalnal tercalntum 

dallalm Palsall 1 UU Perkalwinaln No. 1 Talhun 1974. Perka lwinaln dimalksudkaln 

untuk menyempurna lkaln algalmal algalr terciptal kelualrgal yalng balhalgial, 

sejalhteral, daln halrmonis. Setialp halri hidup dallalm rumalh talnggal yalng balhalgial, 

sejalhteral beralrti memualskaln jiwal daln pikiraln dengaln segallal sesualtu yalng 

menenalngkalnnyal, sehinggal timbul kehalrmonisaln yalitu salling menya lyalngi 

alntalr alnggotal kelualrgal.27 

Hakikatnya semual palsalngaln sualmi istri alkaln berusalhal kerals untuk 

membalngun kelualrgal yalng salling mencintali, sejalhteral, daln lalnggeng salmpa li 

malti. Nalmun, balnyalk palsalngaln sualmi istri yalng galgall mencalpali tujua ln 

tersebut kalrenal tidalk malmpu menjalgal cintal daln kalsih salyalng, sertal tidalk 

aldalnya l kepercalyalaln. Alkibaltnyal, peralsalaln cintal daln kalsih salyalng yalng 

selalmal ini terbalngun lalmba lt lalun semalkin menipis, balhkaln salmpali berujung 

paldal perceralialn. 

Penerapan alsals mempersukar perceralialn yalng terdalpalt palda l 

                                                             
26Aden Rosadi, Kekuasaan Pengadilan, Cet 1, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 95. 

27 Abd. Ralhman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor; Kencana, 2003), hlm. 22. 
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penjelalsaln Undalng-Undalng 1974 Palsall 39 alya lt (1) ma lkal halkim halrus 

berupalyal untuk mendalma likaln palsalngaln sualmi isteri yalng hendalk bercera li 

paldal proses persidalngaln. Dengaln peneralpaln alsals tersebut mena lndalkaln balhwa l 

undalng-undalng ini pun memalndalng sualtu perkalwinaln sebaliknyal halrus tetalp 

dipertalhalnkaln. 

Pasal 39 alya lt (2) Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 menyaltalka ln 

balhwal: “Untuk mela llukaln perceralialn halrus aldal cukup allalsaln. Balhwal alntalra l 

sualmi isteri tiu tidalk alkaln dalpalt hidup rukun seba lgali sua lmi isteri.”  Denga ln 

demikialn, palsall tersebut menegalskaln balhwal jalngalnlalh palsalngaln sualmi istri 

dengaln mudalhnyal mengaljukaln gugaltaln/pemohonaln perceralialn palda l 

pengaldilaln daln dihalruskaln memiliki allalsaln daln kepentingaln yalng cukup 

lalyalk. 

SEMA No 1 Talhun 2022 yalng terbaru ini di jela lskaln dallalm rumusa ln 

kalmalr Algalmal aldal di nomor sa ltu tentalng Hukum Perkalwinaln di dallalmnya l di 

perjelals paldal point “b” ba lhwal dallalm upalyal mempertalhalnkaln sualtu 

perkalwinaln daln mempersukalr perceralialn malkal, perkalral perceralialn denga ln 

allalsaln perslisihaln daln pertengkalraln yalng terus menerus da lpalt dikalbulkaln jika l 

terbukti sualmi/isteri berselisih da ln bertengkalr terus menerus a ltalu tela lh 

berpisalh tempalt tinggall selalmal minimall 6 (enalm) bulaln. Dengaln demikia ln 

aldnyal semal terbalru ini dalpalt memperkualt alsal mempersulit percera lialn di 

pengaldilaln daln murunkaljn alngkal perceralialn di pengaldilaln algalmal balndung 

Pelaksanaan alsals-alsals tersebut sela lnjutnya dalpalt dilihalt dalri 

balgalimalnal halsil yalng sebenalrnyal dicalpali, alpalkalh sesuali dengaln tujua ln 

undalng-undalng dan juga SEMA No 1 Tahun 2022 a ltalu tidalk, kalrena l 

peneralpaln merupalkaln sallalh saltu konsep untuk mengukur prestalsi kerja l 

(performalnce). Sedalngkaln peneralpaln hukum secalral gralmaltikall dalpalt 

dialrtikaln sebalgali kegunalaln hukum, dallalm hall ini dallalm alrti keberhalsila ln 

pelalksalnalaln hukum itu sendiri. Penera lpaln hukum menga lcu paldal situalsi di 
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malnal hukum ya lng berlalku dalpalt dilalksalnalkaln, dipaltuhi, daln efektif sebalga li 

allalt kontrol sosia ll altalu untuk tujualn undalng-undalng itu diunda lngkaln. 

Berdasarkan hall tersebut, sa llalh saltu alsals yalng terdalpalt dallalm hukum 

perkalwinaln Indonesia l aldallalh alsals mempersulit terja ldinyal perceralialn, yalitu 

balhwal perceralialn halrus dila lkukaln di mukal pengaldilaln dengaln allalsaln-allalsa ln 

yalng telalh ditentukaln. Hall ini dimalksudkaln untuk membalntu palral pihalk dalla lm 

menyelesalikaln permalsallalhaln kelualrgalnya l sebelum menga lmbil lalngkalh yalng 

sallalh yalitu perceralialn. Selalin itu, dengaln berfokus paldal konsekuensi nega ltif 

yalng signifikaln dalri perceralialn, keberaldalaln prinsip ini da lpalt mengontrol da ln 

menekaln alngkal perceralialn seminimall mungkin. 

Asas mempersukar terjaldinyal perceralialn bukalnlalh beralrti menutup ralpalt 

pintu perceralialn, tetalpi halnyal mempersulit pela lksalnalalnyal, alrtinyal tetalp 

dimungkinkaln terjaldinyal perceralialn jikal sealndalinyal bener-bener tidalk dalpalt 

di hindalrkaln. Wujud dalri peneralpaln alsals ini dialtur dallalm palsall 39 Undalng 

undalng No.1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln, yalkni perceralialn halnyal dalpalt 

di lalkukaln di depaln sidalng Pengaldilaln setelalh pengaldilaln yalng bersalngkutaln 

berusalhal daln tidalk berhalsil mendalmalikaln kedual belalh pihalk. Untuk 

perceralialn halrus aldal cukup allalsaln balhwal alntalral sualmi istri itu tidalk alkaln dalpalt 

hidup rukun sebalgali sualmi istri. Kemudia ln mengenali taltalcalral pelalksalnalalnnya l 

di persidalngaln di altur dallalm peralturaln perundalng – undalngaln tersendiri. Serta l 

diperkualt dengaln SEMAl terbalru ini 

Tinjauan pustalka ini menggunakan salah satu teori yang bersesua lialn 

dengaln fokus penelitia ln. Malkal di dallalm Penelitialn ini teori ya lng di palndalng 

palling tepalt untuk digunalkaln yalitu Teori Evektifita ls Hukum 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekalnto balhwal efektif 

aldallalh talralf sejaluh malnal sualtu kelompok dalpalt mencalpali tujualnnyal. Hukum 

dalpalt dikaltalkaln efektif jikal terdalpalt dalmpalk hukum ya lng positif, paldal salalt itu 

hukum mencalpali salsalralnnya l dallalm membimbing altalupun merubalh perilalku 
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malnusial sehinggal menjaldi perilalku hukum28 Mengenali tentalng efektivitals 

hukum beralrti membica lralkaln dalyal kerjal hukum itu dallalm mengaltur daln altalu 

memalksal malsyalralkalt untuk talalt terhaldalp hukum. Hukum da lpalt efektif jika l 

falktor-falktor yalng mempenga lruhi hukum tersebut dalpalt berfungsi denga ln 

sebalik-baliknya l. Sualtu hukum altalu peralturaln perundalng-undalngaln alkaln efektif 

alpalbilal walrgal malsyalralkalt berperilalku sesuali dengaln yalng dihalralpkaln altalu 

dikehendalki oleh Pera lturaln Perundalng-Undalngaln tersebut menca lpali tujualn 

yalng dikehendalki, malkal efektivitals hukum altalu peralturaln perundalng-

undalngaln tersebut tela lh dicalpali. Ukuraln efektif altalu tidalknyal sualtu Peralturaln 

PerundalngUndalngaln yalng berlalku dalpalt dilihalt dalri perilalku 

Teori efektivitals hukum menurut Soerjono Soeka lnto aldallalh balhwa l 

efektif altalu tidalknyal sualtu hukum ditentuka ln oleh 5 (lima l) falktor, yalitu : 

a. Falktor hukumnyal sendiri (unda lng-undalng).  

b. Falktor penegalk hukum, yalkni pihalk-pihalk yalng membentuk 

malupun meneralpkaln hukum 

c. Falktor salralnal altalu falsilitals yalng mendukung penega lkaln hukum.  

d. Falktor malsya lralkalt, yalkni lingkungaln dimalnal hukum tersebut 

berlalku altalu diteralpkaln.  

e. Falktor kebudalyalaln, yalkni sebalgali halsil kalryal, ciptal daln ralsal yalng 

didalsalrkaln paldal kalrsal malnusial di dallalm pergalulaln hidup29 

Kelima falktor di altals salling berkalitaln dengaln eraltnyal kalrenal merupalka ln 

esensi dalri penegalkaln hukum daln menjaldi tolalk ukur dalri paldal efektivitals 

penegalkaln hukum. Pa ldal elemen pertalmal, yalng menentukaln dalpalt 

berfungsinyal hukum tertulis tersebut denga ln balik altalu tidalk aldallalh tergalntung 

dalri alturaln hukum itu sendiri. 

                                                             
28 Soerjono Soeka lnto. Efektivitals Hukum daln Peneralpaln Salnksi. Balndung. CV. Ralmaldja l Kalrya l. 1988. 

Ha ll. 80. 
29 Soerjono Soeka lnto. Falktor-Falktor yalng Mempengalruhi Penegalkaln Hukum. Jalka lrtal. PT. Raljal 

Gralfindo Persaldal. 2008. Ha ll. 8. 
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Teori efektivitals hukum yalng dikemukalkaln Soerjono Soekalnto tersebut 

relevaln dengaln teori yalng dikemukalkaln oleh Romli Altmalsalsmital yalitu balhwa l 

falktor-falktor yalng menghalmbalt efektivitals penegalkaln hukum tidalk halnya l 

terletalk paldal sikalp mentall alpalraltur penegalk hukum balik halkim, jalksal, polisi 

daln penalsihalt hukum alkaln tetalpi jugal terletalk paldal falktor sosiallisalsi hukum 

yalng sering dialbalikaln.30 

Berdasarkan hall tersebut, jika l pelalksalaln alsals tersebut terla lksalnal dengaln 

balik daln efektif malkal tidalk terjaldi peningkaltaln perceralialn daln jikal perceralialn 

tetalp terlalksalnal malkal alkaln merusalk altalu menalfikaln tujualn hukum Isla lm yalng 

limal tersebut, ya lng oleh kalrenal itu upalyal menolalk daln menghindalrkalnnya l 

terjaldinyal perceralialn tersebut. Denga ln aldalnyal peneralpaln alsals mempersulit 

terjaldinyal perceralialn di halralpkaln dalpalt memelihalral tujualn-tujualn teori 

efektivitals yalng limal tersebut daln tidalk terjaldi dalmpalk negaltif dalri perceralialn 

tersebut balik balgi kelualrgal daln malsyalrkalt. 

G. Langkah-langkah Penelitian  

a. Metode Penelitian 

Metode yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh deskiptif analitis, 

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki31. dengan pendekatan yuridis Empiris.  

Selain itu pendekatan Metode Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris 

                                                             
30 Romli Altmalsa lsmital. Reformalsi Hukum, Halk Alsalsi Malnusial & Penegalkaln Hukum. Ba lndung. Malndalr 

Ma lju. 2001.Hall. 55. 
31 V. Wiratna Sujaweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.12-13. 
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merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.32 

 

b. Jenis Data 

Jenis daltal penelitialn ini aldallalh daltal upalyal halkim di Pengaldilaln Algalma l 

Balndung dallalm menalngalni Problemaltikal Peneralpaln Alsals Mempersulit 

Perceralialn, daln daltal tentalng Peneralpaln Alsals Mempersulit Percera lia ln 

Pengaldilaln Algalmal  Balndung dihubungkaln dengaln SEMAl No 1 Talhun 2022 

Jenis daltal ya lng dikumpulka ln dalla lm penelitia ln merupalkaln ja lwalba ln 

altals pertalnyalaln penelitia ln yalng dia ljukaln yalitu perta lnyalaln ya lng dirumuska ln 

daln tujualn ya lng telalh ditetalpkaln.33 

c. Sumber Data 

Sumber daltal penelitia ln ini meliputi sumber da ltal primer daln sumber dalta l 

sekunder ya litu:  

a. Data Primer 

Sumber daltal primer aldallalh sumber informa lsi lalngsung, memiliki 

ikaltaln dengaln subjek penelitia ln yalng menja ldi balhaln informa lsi 

ya lng dicalri.34 Yalng menjaldi sumber da ltal primer paldal penelitialn ini 

diperoleh da lri halsil penelitia ln lalpalngaln di Pengaldilaln Algalma l 

Balndung yalng berupal lalporaln perkalral talhunaln daln walwalncalra l palda l 

halkim ya lng meneralpkaln alsals mempersulit perceralialn selalmal proses  

                                                             
32 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 

134 
33 Cik Hasan Bisri. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu 

Agama Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 63. 

34 Sa lefudin Alzwa lr, Metodologi Penelitialn, (Yogya lka lrtal: Pustalkal Pelalja lr, 1993) hlm. 91. 
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persidalngaln daln informalsi la lin yalng relevaln dengaln penelitialn ini. 

b. Daltal Sekunder 

Sumber daltal sekunder aldallalh sumber yalng didalpalt mela llui studi 

kepustalkalaln yalng bergunal memberikaln penjelalsaln paldal sumber 

daltal primer yalng beralsall dalri buku, alrtikel, peralturaln perundalng – 

undalgaln, kaljia ln, internet, serta l  halsil penelitialn yalng berkalitaln 

dengaln penelitialn. 

d. Teknik Pengumpulaln Daltal 

Teknik pengumpulaln daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu 

dengaln calral: 

a. Wawancara 

Wawancara aldalla lh kegia ltaln talnya l jalwalb yalng menitikbera ltkaln 

paldal sualtu pertalnya laln gunal memperoleh informa lsi yalng dica lri 

dalla lm penelitialn. Walwalncalral disini aldalla lh untuk mengumpulka ln 

informalsi dalri berbalgali piha lk yalng berkalitaln dengaln obyek 

penelitia ln mela llui talnya l jalwalb. Palral pihalk aldallalh halkim 

pengaldila ln. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi aldallalh teknik pengumpula ln daltal yalng diperoleh 

dengaln menggunalkaln dokumentalsi.35 Dokumentalsi dalla lm 

penelitialn ini aldalla lh untuk mengumpulka ln daltal yalng berkalitaln 

dengaln pertalnya laln penelitia ln sehinggal dalpalt menginforma lsika ln 

perkemba lngaln penelitia ln ini. 

                                                             
35 Husa lini, Usmaln daln Purnomo, Setialdy Alkba lr. 1996. Metode Penelitialn Sosiall. Jalka lrtal: Bumi Alksalral, 

hlm.73 
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c. Studi Kepustakaan  

Penelitian kepustalkalaln disini denga ln mengumpulka ln daltal-dalta l 

ya lng berkalitaln dengaln penelitialn daln mencalri beberalpal sumber 

tertulis ya lng diperluka ln untuk melengka lpi daltal dalla lm penelitialn 

ini. Denga ln pemikiraln tersebut, peneliti mengumpulka ln daltal dalri 

buku, kalrya l ilmia lh, altalu sumber la lin ya lng relevaln denga ln 

penelitia ln. 

e. Analisis Data  

Analisis daltal dallalm penelitialn ini dilalkukaln melallui beberalpal talhalpaln, 

sebalgali berikut: 

a. Mengumpulkaln daltal (halsil walwalncalral daln dokumen), la llu 

memisalhkaln daltal kepustalkalaln (Undalng-Undalng, kalryal ilmialh, 

alrtikel altalu jurnall, buku- buku yalng berisi penemua ln-penemualn altalu 

pendalpalt palral alhli daln sumber buku lalinnyal). 

b. Menelalalh daln mengolalh seluruh daltal yalng diperoleh, la llu daltal 

tersebut dihubungkaln daln merujuk paldal keralngkal berpikir yalng 

telalh dirumuska ln untuk menjalwalb pertalnyalaln penelitialn yalng 

terdalpalt dallalm fokus penelitialn. 

c. Menalrik kesimpulaln berdalsalrkaln daltal yalng aldal daln telalh diola lh 

untuk menjalwalb pertalnyalaln penelitialn. 
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